PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
% | BADAN KEPEGAWAAN DAN PENGENBANGAN SUNEER DAYANANUSI

5, Jalan Lintas Tebo — Bungo Km. 12 Kode Pos 37271
e Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) 21259 Faks (0744) 21658

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO
NOMOR : 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peratutan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor PER/ 09/ M.PAN/ 5/ 2017 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati
Kabupaten Tebo Nomor 80 Tahun 2020 Tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2017
tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo
Tahun 2017-2022;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Tebo

tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tebo Tahun 2017-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;



7.

10.
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12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Rencana Tata Ruang Wilavah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



14.

15.

16.

17.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tebo ( Lembaran Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017

- 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020
Nomor 1);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

21. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 92 Tahun
2017 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo
Tahun 2017 - 2022.

22.Peraturan Bupati Tebo Nomor 85 Tahun 2019 Tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
TEBO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2022.

: Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo,
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, Merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam menetapkan
rencana kinerja, menyampaikan rencana Kkerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo
Tahun 2017-2022.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tebo dan ditetapkan



KEEMPAT

dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekelirun
dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal -‘1‘.? - 1 - 2021

A BKPSDM
PATEN TEBO

-HYARYADI, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c).
NIP. 19680705 199002 1 001



Perangkat Daerah

Tugas
Fungsi

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BKPSDM KABUPATEN TEBO
NOMOR . 19
TANGGAL t 23. 1 -

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tebo

Membantu Bupati melaksanakan urusan rumah tangga Kabupaten

di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

1. Perumusan  kebijakan dan  petunjuk teknis bidang
penyelenggaraan kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia;

2. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis
pengembangan organisasi
sumber daya manusia;

3. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan
prasarana kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia

4. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan
dan pengawasan kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia;

5. Perumusan  kebijakan dan petunjuk teknis
pengembangan  jabatan  fungsional
pengembangan sumber daya manusia;

6. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pendidikan
dan pelatihan teknis dan fungsional kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;

7. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di
bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia

8. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait
dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
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Profesi ASN

BKN

ik U

di Muara Tebo

J:’,|-

2021
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NIP. 19680705 199002 1 001




